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Amran Batalipu menantang kejaksaan
untuk menyelesaikannya melalui proses

hukum.

Amran Batalipu mengatakan,
opini dischimer terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Buol yang menjadi temuan
BPKadakh urusan keuangan daerah
sebelum

masa  ke-

pemimpi
nannya
sebagai
bupati.

“Yang
perlu
diingat,

Amran Batalipu
Bupat Buol

yang menjadi temuan bukan di
zaman saya jadi Bupati, disclaimer

terjadi karena beberapa hal ter-.

masuk pengembalian oleh pejabat
dan mantan pejabat yang hingga saat
ini belum diselesaikan, jika mereka
tidak mau membayar (mengem-
balikan) solusinya ke ranah hukum
(kejaksaan), “ kata Amran di Gedung
DPRD Kabupaten (Dekab) Buol,
Selasa (28/7).

Amran menegaskan, tim TPTGR
diharapkan jangan lagi mengguna-
Kkan tenggang rasa dalim membijak-
sanai para pejabat dan mantan
pejabat yang belum mengembalikan
pinjamannya.

“ Saya sampaikan pada Sekertaris
Kabupaten (Sekkab) tidak usah lagi
pake tenggang rasa, TPTGR

keras-keras dulu, kalau yang
bersangkutan tidak mau
mengembalikan , sorong ke

Kejaksaan saja,” tegas Amran.

Amran menambahkan, salah satu
penyumbang disclaimer adalah
masalah pajak, hal ini menurut
Amran adalah akibat dari keter-
sedian bank sebagai Bank Presepsi
atau bank tempat pelayanan penye-
toran pajak yang hanya dilayani
oleh satu bank.

“Bagaimana mau tidak disclaimer,
bank persepsi hanva satu itupun
hanya melayani satu Surat Penye-
toran Pajak (SSP) setiap hari, semen-
tara penyetor pajak banyak, okhnya
ke depan kita akan bekerja sama
dengan bank hin dalam pelaya-nan

pembayaran pajak,’ kata
Amran.
Solusi lain menurut

Amran, agar disclaimer
tidak lagi terjadi pada
tahun mendatang adakah
pening-katan sumber
daya manusia di bidang
pengelolaan keuangan
dan aset daerah. Disiplin
dalam segala hal juga harus ditegas-

‘kan khususnya disiplin dalam

anggaran.
Terpisah, Direktur Eksekutif Cen-
tral Sub wesi Institute (CSl), Itho
Murtadha, menantang pihak kejak-
saan untuk melakukan pemeriksaan
atas dugaan penyimpangan penge-
lolaan APBD Buol yang menjadi
temuan BPK. “Kajari Buol di depan
masa aksi yang melakukan demons
trasi beberapa waktu lalu menya-
takan tidak pandang buiu terhadap
kasus-kasus hukum yang ada di
Buol Saya ingin Kejari membuktikan
pernyataanya dengan mengungkap
tuntas masakh keuangan di Pemkab
Buol” ujar Itho kemarin (29, 6).
Menurut Itho, disclaimer empat
tahun berturut-turut mengindi-
kasikan pengelolaan keuangan
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daerah di Buol tidak berjalan sebagaimana
mestinya.

“Bupati harus bertanggungjawab terhadap
kondisi itu. Berani tidak, kejaksaan memeriksa
semua pihak yang diduga terkait dengan
penyimpangan pengelolaan keuangan,
termasuk Bupati sebagai pe-nanggungjawab
tertinggi pengelo-laan APBD,” tantang Itho
seraya meminta Kejati Sulteng untuk
memonitoring penegakkan hukum di Buol:
“Jika perlu kasus ini ditangani Kejati Sulteng.
Saya kira dokumen LHP BPK merupakan bukti
permulaan yang kuat untuk melakukan
penelusuran hukum. Kejaksaan harus proaktif
dan tidak menunggu aduan atau aksi
masyarakat," katanya.

Senada dengan Itho, anggota DPRD
Provinsi (Deprov) Sulteng asal Buol, Zainal
Daud, juga mendorong aparat.hukum untuk
menelusuri dugaan penyimpangan APBD Buol
yang menjadi temuan BPK. “Ini rapor merah,
Masa'’ sudah empat kali disclaimer,” katanya.

Ada yang ganijil dari pengelolaan APBD Buol

2010 lanjut Zainal. Pemkab Buol berhutang
sekira Rp48 miliar pada proyek:DAK. Namun
pada satu sisi, ada panjar kas pihak ketiga pada
APBD Buol sebagaimana temuan BPK lebih
Rp6 miliar. Ini aneh, pihak ketiga'itu”siapa?
Kemungkinan besar pengusaha: Nah disini
anehnya, ada oknum pengusaha yang panjar
kas dan ada yang tidak dibayar. Olehnya aparat
hukum tidak boleh diam dan bisa masuk dari
sini. Ini demi kemajuan daerah dan kepentingan
rakyat Buol,” tekannya.

BELUM KOMITMEN
Pemerintah Kabupaten Buol dinilai
cenderung: belum memiliki komitmen dalam
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik,
khususnya dalam hal pengelolaan keuangan
Itu terbukti dari penilaian disclaimer Badan
Pemeriksa Keuangan atas laporan kelangan
pemerintah Kabupaten Buol tahun ini.
Untuk itu, pengamat kebijakan publik dari Uni-
versitas Tadulako, Slamet Riyadi Cante,
menyarankan  DPRD Kabupaten Buol perlu

sambungan dari hal. 1

melakukan rapat dengar pendapat dengan
Bupati untuk menjelaskan kasus disclaimer
APBD Buol tersebut. Jika ada penggunaan
anggaran yang tidak prosedural, maka pihak

* penegak hukum dapat melakukan penyelidikan.

“Olehnya, pemda penting mengedepankan
transparansi dalam penggunaan keuangan,”
kata Slamet, Rabu (29/6).

laberpendapat, dalam kerangka mendorong
kinerja dan profesionalisme birokrasi peme-
rintah di lingkungan pemerintah daerah, perlu
dipertimbangkan kebijakan tunjangan kinerj
daerah (TKD) terhadap staf yang memiliki
kinerja yang baik. Ini semacam pendorong
untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan
yang lebih baik

Pada laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Buol tahun ini, BPK menemukan
kerugian-negara sgbesar Rp15,26 miliar dan -
Rp36,17 miliar pertanggungjawaban keuangan-
nyatidak jelas. Tahun ini adalah tahun keempat
laporan keuangan Pemkab Buol mendapat nilai
disclaimer dari BPK. muuaLLoar












